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TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKORAME,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun
2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Desa, maka dipandang perlu
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorame Tahun
Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234

4, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4587),
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerzh
Kabupaten Lamongan Nomor | Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/L);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E),

Peraturan Dacrah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2013;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Buputi Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2013;
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Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaman
Pendapatan dan Belanja Desa.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DESA SUKORAME TENTANG  ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKORAME TAHUN
ANGGARAN 2013.

Pasal |

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanje Desa Sukorame Tahun Anggaran
2013 sejumlah Rp. 631.700.000,- (Enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus
ribu rupiah ).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam
Pasal | terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 631.700.000,-
b. Belanja
1) Langsung Rp. 309.450.000,-
2) Tidak Langsung Rp. 321.750.000,-
c. Pembiayaan
1) Penerimaan Rp. 631.700.000,-
2) Pengeluaran Rp. 631.700.000,-
Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayasn Desa serta kegiatan-
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 scbagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini  diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5
Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan




ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DEBA
DESA SUKORAME KECAMATAN SUKORAME

Lampiran Peraluran Desa Sukorame
Kecamalan Sukorame Kabupaten Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal - BT 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
_ Desa Sukorame_

1 PENDAPATAN
1,1/ Pendapatan Asli Desa 135,450,000 153,050,000
11.1 Haslil Usaha Desa 700,000 1,000,000
1111 Bumdes Air Bersih
11.12 Hasil Usaha Koperasi Desa 700,000} 1,000,000
1.1.1.3 Hasil Usaha PKK
1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 116,000,000 149,800,000
1.1.21 Tanah Kas Desa 106,000,000 108,800,000
11211 |Sewa Bengkok Kades 20,000,000 22,050,000
11212 |Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya 85,000,000 86,250,000
11213 SMIEMWQH%PMS 1,000,000 1,500,000
1.1.214 |Sewalanah Desa lainnya
1122 Pasar Desa 7,000,000 7,000,000
11.23 Pasar Hewan 3,000,000 3,000,000
1.1.2.4 Penyeberangan Perahu miik Desa 0
1125 Sewa bangunar millk Desa 0
11.28 Tempat Pelelangan ikan mifik Desa 0
1.1.27 Lain-lain Kekayaan milik Desa 0
1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 16,250,000 21,000,000
1.1.3.1 Swadaya penunjang ADD dan Bansun 10,000,000 10,000,000
1.13.2 Swadaya penunjang jalan Poros Jembatan dan Saluran air 1] 5,000,000
1133 Swadaya Pembangunan Balai Desa
1.1.3.4 Swadaya Sawah Tambak
1135 & -
1.1.4 Hasil Gotong Royong 6,250,000 6,000,000
1.141 Gotong Royong dinilai dengan Usngan 6,250,000 6,000,000
1142 |3
1.1.5 Lain-ain Pendapatan Asll Desa yang sah 2,500,000 3,000,000
1151 Leges Surat menyurat 2,000,000 2,500,000
11582 Leges jual beli tanah
1153 Leges NTCR
1154  |Pungutan usaha batu bata'genteng 500,000 | 500,000|
1155 Sewa Handtraktor ===
1.1.56 Hasil Infaq dan Shodakch
1,2|Bagl Hasll Pajak : 1,500,000 2,250,000
1.2.1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten
1221 Bagi Hasil PBB 1,500,000 2,250,000
1,3|Bagi Hasil Retribusi n
131 |Retribusi Tempat Wisata
132 Retribusi pasar Desa




1 2 3 4
44| ot Euvie Poriatangen Kevsngm 112,500,000] 112,500,000
Pusat dan Daerah
141 ADD 46,500,000 46,500,000
14.2 BANSUN 6,000,000 66,000,000
1.4.3 Dst.
15 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat ,Propinsi,
Kabupaten/Kota, dan desa lainnya
1.51 Bantuan Keuangan Pemerintah
151.1 APBN Pusal
1512 LEMBAGA nGO
1513 LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi o
1521 Pembangunan Pasar Desa ( BKD )
1522  |Pembangunan Kantor /Balal Desa ( BKD )
1523 3 ——
153 Bantuan Keuangan Pemerintah 133,800,000] 366,150,000
Kabupaten/Kota
1.5.3.1 TPAPD Kades 8,400,000 600,000
1.5.32 TPAPD Perangkat Desa 120,000,000] 147 400,000
1533 TPBPD 4,400,000 5,650,000
1534  |Bantun Pembangunan Kantor /Balal Desa 0 0
1535 |Puma Bakti Kepala Desa 1.000.000,  6,000,000|
1536 |Puma Baki BPD 5,500,000/
1.5.3.7 _ |Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa lainnya
1538 Konpensas! Sekdes Non PNS
1639  |Asuransi Kepala Desa 5,000,000
1.5.3.10  [Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran Air Desa
1.5.3.11  |Bantuan Uang Duka Kepala Desa
1.53.12  |Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa
153,13 |Bantuan Uang Duka Perangkat Desa lainnya
153.14 |Bantuan Pemilihan Kepaia Desa 6,500,000]
15315 |Bantuan Pembentukan BPD 500,000
15318 |Del............
1.5.4 Bantuan Keuangan Desa lainnya :
1541 Tunjangan Kinerja Sekdes
1542 Dal.....c.copveren
1,6|Hibah 0| 180,000,000
1.6.1 Hibah dari pemerintah Pusat
1611 e
18.12 v | A——
1.6.2 Hibah dari pamerintah propinsi
1.6.2.1 UED-SP
16.3 Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota 0| 180,000,000
1.8.3.1 Pembangunan jalar poros, jembatan plengsengan 0} 180,000,000
1632 DM viiaisnnsiin
1.6.4 Hibah dari badan/organisasilswasta
1641
1642 b, e e e o
1.6.5 Hibah dari kelompok masyarakat perorangan
1851




1 2 3 4
1,7|Sumbangan Pihak Ketiga 0 0
1.7.4 Sumbangan untuk Pilkades dan pengisian
Perangkat Desa 1] 1]
JUMLAH PENDAPATAN 384,250,000 631,700,000
1.141 2+1.3+1.4+1.541.6+1.
2 BELANJA
2,1|Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+21.3) 117,200,000, 308,450,000
2.1.1 Belanja PegawaiHonorarium 2,500,000 10,750,000
2111 Honorarium Petugas pemungut PBB 1,500,000 2,250,000
21.12 Honorarium Petugas Linmas Desa 500,000 2,000,000]
2113 Honorarium Pengurus RT/RW 0 6,000,000
21.1.4 Honorarum Kades Gizi o
2.1.1.6 Honorarium Penguris LPM 500,000 500,000
21186 Honorarlum Panitia Pengisian Perangkat Desa
2117
2118
2119 Dab...ciiiine
21.2 Belanja Barang/Jasa 4,700,000 12,500,000
2121 Belanja Perjalanan Dinas
' fl o Perjalanan Dinas <epala Desa 3,200,000 3,600,000
21212  |Perjalanan Dinas Perangkat Desa 1,000,000 1,600,000
21213 Perjalanan Dinas LPM 500,000 600,000
21214 Perjalanan Dinas Kades Gizi 500,
21215 |Biaya Rapal persiapan Pilkades 2,500,000
21218 Sewa Kursl , Terop dan Sound Sistem 4,000,000
21217 o) T
2.1.2.2 Belanja Bahan/Material 110,000,000 286,200,000
212241 Belanja ATK 1,000,000 2,500,000
21222 Belanja Peralatan Kantor 1,000,000 1,000,000
21223 |Pemeliharaan Kartor/Balal Desa D
21224 |Pembayaran Rekening Listrik 1,500,000 1,200,000
21225 Pembeyaran Rekening Telepon 0
212286 Pembayaran Rekening Air 0
21.227 Biaya Pensertipikstan tanah kas Desa 5,000,000
21228 Pameliharaan Motor Dinas roda 2 (dua) 500,000 500,000
21228 Belanja Bahan/ material ADD 35.000.,000 35.000,000]
2.1.22.10 |Belanjs Bahan /material Bansun 66,000,000 66,000,000
212211 |Belanja material jalan poros Desa , Jembatan ( BKD ) 180,000,000
212212 |Belanja material Kantor/Balal Desa 5,000,000
212213 |Belanja Pembangunan Pasar Desa
2122144 10ab....0n
2123 Pembayaran Premi Asuransi
21231  |Asuransi Kepala Desa
213 Belanja Modal 0 0
2.1.3.1 Belanja Modal Tanah
2132 Belanja Modal Jaringan listrik
2133 Belanja Modal Komputer
2134 Belanja Modal Alal Foging
2135 Belanja Modal Pemotong Rumput
21386 Belanja Modal Mebeler
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Belanja Tidak Langsung

12 (2214222422 3+224+4225) il Wi
2.21 Belanja Pegawai/penghasilan tetap 242,800,000| 290,950,000
2211 |Belanja Penghasilan Bengkok Kepala Desa 20,000,000] 22,050,000
2212 |TPAPD Kepala Desa 8,400,000 9,600,000
2213 |Puma Bakti Kepala Desa 0 5,000,000
2214 Uang Duka Kepala Desa 0
2215 Asuransi Kepala Desa 1,000,000 6,000,000
2212  |Belanja Pegawaipenghasilan tetap Sekdes 0
22121 |Tunjangan Kinerja Sekdes PNS
221.22 | TPAPD Sekdes Non PNS
22123 |Uang Duka Sekdes
2213 Belanja Pegawai/penghasian tetap Perangkat Desa 206,000.000{ 233 650,000
22.1.3.1 |Belanja Bengkok Perangkat Desa lainnya 86,000,000, 86,250,000
22132 |[TPAPD Desa lainnya 120,000,000| 147,400,000
22134 |Puma Bakti Perangkat Desa lainnya
22135 |Uang Duka Perangkat Desa lainnya
2214  |Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD 7,400,000 14,650,000
22141 |Uang Sidang BPD 3,000,000{ 3,000,000
22142 |Belanja Pembentukan BPD 500,000
22143 |Purna Bakti BPD 5,650,000
22144 |TPBPD 4 400,000, 5,500,000
222 Belanja Hibah 0 0
2221
223 Bantuan Sosial 6,000,000, 7,500,000
2231 Kegiatan PHEN/PHBI 1,500,000 1,500,000
2232 |Kegiatan bersih Desa 1,000,000{ 1,500,000
2234  |Pembinaan Perangkat Desa 500,000 500,000
2235 |Pembinaan Linmas 1,000,000] 2,000,000
2288 UM -.......0isi08
224 Belanja Bantuan Keuangan 14,250,000 18,205,000
2.24.1 |Operasional Pemerintahan Desa 3,850,000, 3,705,000
2.24.2 |Operasional LPM 2,500,000 2 500,000
2243 Opu*a:sion-l PKK 3,000,000{ 3,000,000
2244 |Operasional Karangtaruna 1,000,000f 1,000,000
2245 |Operasional PJOK/PJAK 500,000 500,000
2246 |Operasional Posyandu 500,000 500,000
2247 |Operasional RT/RW 2,800,000{ 6,000,000
2248 |Operasional Lnmas 2,000,000
2249 |Operasional Koptan/HIPPA
22810 B ..o iaiieeaeis
225 Belanja Tak terduga 4,000,000{ 4,095,000
2251 |Keadaan Darurat 2,000,000] 2,085,000
2.2.52 |Bencana Alam 2,000,000{ 2,000,000
SE BN RO ... ciiiuiviiiion

JUMLAH BELANJA (2.1+2.2) 384,250,000 631,700,000
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3 PEMBIAYAAN i} D

3,1|Penerimaan Pembiayaan

3141 Sisa lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA )
Tahun Sebelumrya

312 Hasil Penjualan Kekaysan Desa
g Penerimaan Pinjaman

3,2|Pengeluaran Pembiayaan 0 4]
3.2.1 Pembeniukan Dana Cadangan
322 Penyertaan Modal Desa
3.2.3 Pembayaran Hutang

JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2) 0 0
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)
DESA SUKORAME KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKORAME
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/¢7%../413.319.05.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUKORAME
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKORAME,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, unfuk
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 37 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang peru menetapkan Perselujuan atas
Rancangan Peraturan Desa Sukorame tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sukorame Tahun Anggaran 2013 dengan Kepulusan Badan Permusyawaratan
Desa.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomoe 5234 |

4  Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4587);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Cesa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupalen Lamongan Tahun 2007
Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (
Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );

Peraturan Daerah Kabupaten LamonganMNomor 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/€ };

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor
16);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33),

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2013 ;
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17. Peraturan Desa Sukorame Nomor Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sukorame membahas rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorame tahun
anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKORAME TAHUN ANGGARAN 2013,

Pasal 1

Menyetujul rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanfa
Desa Sukorame Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Sukorame
Padatanggal : % Pebruari 2013




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( BPD)
DESA SUKORAME KECAMATAN SUKORAME

KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 027 /£2. /413.319.05.01 /2013

Pada hari ini Selasa, tanggal lima, bulan Pebruari ‘Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat
di Balai Desa Sukorame | Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan
Kepala Desa Sukorame perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Sukorame  Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Sukorame
mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa  dan meperhatikan usul dan saran
dari masyarakal desa, Badan Permusyawaratan Desa Sukorame menyatakan menyefujui rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorame Tahun Anggaran 2013,

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Sukorame Tahun Anggaran 2013 ini dibuat schagi pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Shkorame
1. DIDIK S

Ketta 0 e

2. SAMIDI
Wakil Ketua

3. SUWITO
Sekretaris

4. SUYONO
Anggota
5. NAWI
Anggola
6. SUGIAT
Anggola

10. D 10

11. SUYITNO
Anggola






